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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA,
WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi
Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor
11 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun besaran honorarium
belum sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini
sehingga perlu diubah;

bahwa pemberian honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat dimaksudkan untuk meningkatkan mutu,
prestasi, pengabdian, dan gairah kerja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemberian
Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12



Menetapkan :

10.

11.

12.

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 tentang
Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Pusat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
406).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 11
TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI
KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Bagi
Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah diberikan honorarium setiap bulan yang
besarannya ditetapkan oleh Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Februari 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

—\R

—

H. MUHAMMAD NUR
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2



